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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan 

oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan 

Tengah dalam upaya pencegahan maladministrasi sudah dilakukan dengan 

cukup baik. Bidang pencegahan maladministrasi berperan dalam 

melaksanakan pengawasan. Selama tahun 2023 Ombudsman RI Perwakilan 

Kalimantan Tengah telah melakukan beberapa pengawasan yang terprogram 

dari Ombudsman Republik Indonesia yaitu melakukan pengawasan 

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), melaksanakan 

pemantauan pelayanan arus mudik lebaran, melaksanakan pemetaan data 

kajian terkait isu lingkungan dan perubahan iklim, melaksanakan pengawasan 

kepada Dinas Pertanian Provinsi serta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Tengah mengenai updating data calon petani penerima 

Subsidi Langsung Pupuk (SLP). 

2. Kendala Ombudsman Repulik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah 

dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi yaitu dari bidang 

pencegahan maladministrasi adanya keterbatasan sumber daya manusia yakni 

hanya terdapat 3 (tiga) orang asisten dengan target pengawasan sebanyak 14 

(empat belas) pemerintah daerah dan anggaran yang kurang memadai, 

sehingga kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten yang 

cukup jauh belum terjangkau. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 
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memaparkan beberapa kendala seperti pemahaman masyarakat terkait hak 

pelayanan publik masih rendah, rendahnya budaya lapor masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diterima dan kondisi geografis Kalimantan Tengah 

yang sangat luas dan minimnya sarana infrastruktur. 

3. Mengatasi kendala pencegahan maladministrasi, Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah telah melakukan serangkaian 

sosialisasi tentang standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada 

instansi pemerintah, komunitas/perguruan tinggi/masyarakat di Kalimantan 

Tengah. Upaya lain untuk mengatasi kendala yang dilakukan Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah yaitu melakukan kajian 

terkait program atau pelayanan pemerintah dengan melakukan pengawasan, 

penilaian penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi Pemerintah 

Kabupaten/Kota serta Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah juga 

menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yakni 

membangun kolaborasi dan sinergi guna meningkatkan standar pelayanan 

publik yang semakin baik di Provinsi Kalimantan Tengah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan 

penulis agar Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah dapat berjalan 

optimal adalah sebagai berikut:  

1. Ombudsman Republik Indonesia diperlukan adanya dukungan dan komitmen 

terhadap Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah terutama pada 
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bagian keuangan, agar mekanisme pencairan dana Ombudsman RI 

Perwakilan Kalimantan Tengah diupayakan lebih cepat dan memadai. Hal ini 

dapat menjadikan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah 

menjangkau seluruh kabupaten yang ada, terlebih kabupaten yang dikunjungi 

dengan jarak tempuh yang jauh. 

2. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah diharapkan melakukan 

penambahan pegawai dengan melakukan seleksi sesuai kompetensi agar 

pelayanan yang diberikan dapat meningkat dan lebih optimal, serta 

melakukan pendampingan dan pelatihan rutin bagi pegawai Ombudsman RI 

Perwakilan Kalimantan Tengah.  

3. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah diharapkan melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai maladministrasi dan prosedur 

pengaduan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan cara melaporkan 

maladministrasi, agar masyarakat mengetahui keberadaan saluran pengaduan 

pelayanan publik di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah.  
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